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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini penulis dapat membuat beberapa 

simpulan mengenai Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu : 

1. Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah 

termasuk dalam kategori sangat memadai pada pelaksanaannya.  

Lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, 

aktivitas pengendalian, dan pemantauan telah dilakukan dengan baik 

sesuai dengan ketentuan yang ada. 

2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten 

Bandung Barat telah berjalan dengan sangat baik, hal tersebut 

mengindikasikan bahwa dimensi transparansi pengelolaan keuangan 

daerah yang terdiri dari  transparansi proses, transparansi kejujuran dan 

transparansi hukum, transparansi program serta transparasi kebijakan telah 

dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.  

3. Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang positif terhadap Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Daerah, hal tersebut dapat diartikan bahwa jika 

pelaksanaan Pengendalian Intern semakin baik maka akan menciptakan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih baik juga. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan perolehan data-data serta 

memberikan simpulan  ataupun  hasilnya, penulis mencoba memberikan saran 

yang diharapkan dapat lebih meningkatkan usaha dalam pengendalian intern  agar 

dapat menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik 

lagi.  Saran tersebut diantaranya : 

1. Berdasarkan simpulan diatas, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus 

lebih meningkatkan proses penaksiran risiko karena berdasarkan penelitian 

ini proses tersebut mendapat skor paling rendah dibandingkan tahapan 

proses pengendalian intern yang lainnya.  Untuk itu, Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat harus lebih memperhatikan keadaan yang dapat 

menimbulkan risiko, seperti perubahan dalam lingkungan operasi, 

personel baru, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi 

baru, aktivitas baru, dan standar akuntansi baru. 

2. Sedangkan untuk peneliti yang berikutnya, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memperluas 

subjek penelitian, merubah atau menambah variabel, misalnya 

penambahan variabel lain seperti akuntabilitas, value for money  ataupun 

kualitas laporan keuangan, agar dapat diperoleh mengenai hal-hal baru 

yang dapat dapat berguna bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 

 


